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Keterangan: 
Dua narapidana terorisme di Palu, Imran (kiri) dan Firman (kanan), berikrar 
setia kepada Indonesia pada Senin (11/4/2022) berikrar setia kepada 
negara serta melepas baiat mereka terhadap terhadap kelompok militan 
Mujahidin Indonesia Timur dan ISIS. Imran bin Muhammad Ali, 31, dan 
Mohamad Firman bin Utomo Akuba, 22 tahun. 
Keduanya dengan tegas dan lantang mengucapkan ikrar setia kepada 
negara di Aula lantai II Lapas Klas II A Palu di bawah Al-quran yang 
dipegang rohaniawan. “Pernyataan ini saya sampaikan bukan karena 
saya berada dalam tekanan atau pun paksaan dari pihak manapun, 
tetapi karena saya telah menyadari bahwa Pancasila dan UUD 1945 
tidak bertentangan dengan Islam dan pemahaman agama yang saya 
yakini,” Seusai mengucapkan ikrar, keduanya pun menyampaikan rasa 
penyesalannya atas tindakan yang dilakukan. 
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